SALINAN
NOMOR 44/2019

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALAN G,

Menimbang - bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7

Anggaran 2019;

Mengingat t 1. Pasal 18 ayat (6) Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan
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Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Dj

Indonesia Nomor 351);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran N egara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Nomor 5234);



10.

11.

12

13.

14.

i1l

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informas;i Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155}
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan kepada Partai Politik (Tambahan Lembaran N egara Republik Indonesia Nomor 6177)
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15.

16.
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18.

19,

20.

21.

v

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang—Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 199);

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



22,

23.

24,

25,

26.

Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menterj Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daergh (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partaj Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 701);



27,

28.

29,

30.

31.

32.

33.

Vi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 /PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi
Dana Bagi Hasil Cukai Hasi] Tembakau (DBHCHT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1966);

Rakyat (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 5 Serj E, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Malang Nomor 65);

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota
Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 12) sebagaimana

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota
Malang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 16);

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kota Malang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);



34.

35.

36.

38.

39.

Vil

(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor <3 b

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62 ) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);

Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 20);
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kota Malang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Malang Nomor 41);

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 4,
Tambahan lembaran daerah Kota Malang Nomor 34);



Viii

40. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 6);

41. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 1)

42. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kotg Malang Tahun 2019

?

Nomor 3);
43. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 20109.
Pasal 1

sen) bertambah sebesar Rp. 446.017.238.328,62 (empat ratus eémpat puluh enam milyar tujuh belas juta dua ratus tiga puluh
delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah enam puluh dua sen) sehingga menjadi Rp. 2.652.297. 198.906,71 (dua trilyun
enam ratus lima puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus

enam rupiah tujuh puluh satu sen) dengan rincian, sebagai berikut:



Pendapatan:

a. Semula

b. Bertambah

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Belanja:

a. Semula

b. Bertambah

Jumlah Belanja setelah Perubahan
Defisit setelah Perubahan

Pembiayaan:
a. Penerimaan

1) Semula

2) Bertambah

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
b. Pengeluaran

1) Semula

2) Bertambah

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan

ix

Rp. 2.101.362.952.383,09

2.187.084.934.214,69

2.652.297.198.906,71

Rp. 85.721.981.831,60
_—
Rp.
-_
Rp. 2.206.279.960.578,09
Rp. 446.017.238.328,62
Rp.
Rp.
Rp. 129.392.008.195,00
Rp. 360.627.256.497,02
R
Rp.
Rp. 24,475,000,000.00
Rp. 332.000.000,00
Rp.

(465.212.264.692,02)

490.019.264.692,02

24.807.000.000,00

Rp.

465.212.264.692,02




Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan peénempatannya dalam Berita
Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 23 Agustus 2019

WALIKOTA MALAN 3,

Diundangkan di Malang e
pada tanggal 23 Agustus 2019 SUTIAJI
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, inan sesuai dengan aslinya
ttd. ,
WASTO

T ANI, SH, M.Hum.

PemEina Tk. I
BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 44 NIP. 19650302 199003 1 019




